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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana diubah dengan Undalg-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan
Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12
Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa
Timur, Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogiakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahaa
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Ta}.un 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Ta]run 2004 Nomor 66, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaral
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47O0);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentarrg Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Norror 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O08 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerinta-h Nomor 7l Tahun 2O10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

17. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keualgan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2O. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regiona-l (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O23 Nomor 112);

22. Perattran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O19 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah;

26. Peratura-n Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Peraturan Pelalsanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daeralr;

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI"ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah yang menyelenggaraan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi darr tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun
194.5.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Nganjuk.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daeralt yang
ditetapkan dengan peraturan Daeral.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggzrran berkenaan.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggeran 2024;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiral Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
9001.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 20O8 Nomor O4 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2O23
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
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10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kemba,li dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
€rnggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 be4tmlah Rp2.677.784.496.950,O0
(dua triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus
delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu
sembilan ratus lima puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah dan Pembiayaal Daerah, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp2.4OO.784.496.950,0O
b. Belanja Daerah Rp2.67O.984.496.95O,O0

Defisit (Rp270.2O0.000.0O0,00)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp277.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp6.800.000.00O,O0
Pembiayaan Neto Rp270.2OO.0O0.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
direncanakan sebesar Rp2.4OO.7 84.496.950,00 (dua triliun empat
ratus miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang
bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lainlain pendapatan Daerah yang sah.

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp413.210.731.761,00 (empat
ratus tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga
puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang
terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1 35.OO2.70O.000,00 (seratus tiga puluh
lima miliar dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 4



(3) Retribusi Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp22.489.386.905,00 (dua puluh dua
miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp4.181.03O.O72,OO (empat miliar seratus delapan
puluh satu juta tiga puluh ribu tujuh puluh dua rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp251.537.614.744,OO (dua ratus lima puluh satu miliar lima
ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu tujuh
ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.981.573.765.189,00 (satu
triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus
tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus
delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.845.961 .700.000,00 (satu triliun delapal ratus empat
puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh
ratus ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 135.612.065.189,00
(seratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua belas juta enam
puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-tain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp6.000.000.00O,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp6.00O.000.0OO,O0 (enam miliar rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah).
(a) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah).

-6-
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Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp2.670.984.496.950,00 (dua triliun enam ratus tujuh
puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang
terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp2.034.78f .411.246,00,00 (dua
triliun tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu
juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.191.228.046.286,00 (satu triliun
seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan
juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam
rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp738.8 18.778.264,00,00 (tujuh
ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan belas juta
tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh
empat rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar RpRp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp90.693.836.696,00 (sembilan puluh
miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga
puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf f direncanakan sebesar Rp14.040.750.000,00 (empat belas
miliar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp2 19.505.831.903,0O,00 (dua
ratus sembilan belas miliar lima ratus lima juta delapan ratus
tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri
atas:



a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Betanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp423.320.O00,00 (empat ratus dua
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncana-kan sebesar Rp60.240.883.054,00,00
(enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus
delapan puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp58.771.191.38O,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus
tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga
ratus delapan puluh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp92.920.688.456,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus
dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat
ratus lima puluh enam rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.906.121,00
(enam miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu
seratus dua puluh satu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp837.842.892,00 (delapan ratus
tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu
delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf c direncanakan sebesar Rp23.774.186.015,00,00 (dua
puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus
delapan puluh enam ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas
belanja tidak terduga.

Pasal l1

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,
yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1 5.749.2O8.600,00 (lima belas miliar
tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu
enam ratus rupiah).

-8-
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(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp377.173.859.186,00 (tiga ratus
tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan
ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam
rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp270.2O0.000.000,0O (dua ratus tujuh puluh miliar dua
ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp277.O00.00O.000,00 (dua ratus
tujuh puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggar€rn tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggzrErn tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp277.O00.O00.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh
miliar rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanal<an sebesar RpO,OO
(nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L2 huruf b direncanakan sebesar
Rp6.800.000.000,0O (enam miliar delapan ratus juta rupiah),
yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaaa modal Daerah;
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c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan penmdang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,O0 (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar
delapan ratus juta rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar RpO,OO (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar RpO,O0 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan anggaran belanja
Daerah mengakibatkal terjadinya defrsit sebesar
Rp270.2OO.0O0.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus
juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp270.200.000.000,0O (dua ratus tujuh puluh miliar
dua ratus juta rupiah).

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia Ernggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan APBD Kabupaten Nganjuk tahun
anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih
dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada
Pirnpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
c. kerusal<an sarana/ prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
€rnggaran berjalan;

Pasa,l 16
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b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
€rmanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar b"g) Pemerintah
Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. ringkasan APBD yang diklasilikasi menurut urlrsan

pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

d. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
1. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan
subkegiatan beserta indikator dan target kine{anya;

2. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

3. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
4. sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan

APBD;
5. sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada

rencana ke{a Pemerinta}r Daerah dan PPAS dengan
r.rnc€rngtrn APBD; dan

6. sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas
nasional dengan program prioritas Daerah

e. informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
rzrncangan Peraturan Daerah tentang APBD, antara lain:
1. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
2. daftar piutang Daerah;
3. da-ftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah

lainnya;
4. dallar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

Daerah dan aset lain-lain;
5. daftar subkegiatan tahun jamak (multi gearsl;
6. daftar dana cadangan; dan
7. daftar pinjaman Daerah.
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Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Desember 2023

R" BUPATI NGANJUK,
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